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ABSTRAK 

 
Berbagai macam kejahatan yang bisa dilakukan seseorang, salah satunya kekerasan 

seksual. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap 

seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, kekerasan 

seksual bisa terjadi dimana saja dan siapa saja diseluruh dunia salah satunya yaitu di 

bidang pendidikan. Kekerasan Seksual merupakan tindak kejahatan yang sering 

terjadi di lingkup pendidikan dan salah satunya bisa terjadi di Perguruan Tinggi. 

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum bersifat yuridis normatif, 

sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kewenangan Satuan Tugas 

Penecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dengan 

kewenangan Kepolisian dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual. 

Kewenangan Satgas PPKS hanya terbatas pada lingkup Perguruan Tinggi dan dalam 

menangani kasus kekerasan seksual Satgas PPKS memiliki kewenangan dalam 

menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyusun rekomendasi 

serta berkewajiban dalam memberikan pemulihan terhadap korban, sedangkan 

kewenangan kepolisian mencakup seluruh wilayah Negara Indonesia maupun warga 

Negara Indonesia dan kewenangan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan 

seksual hanya menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian 

berkas yang telah dikumpulkan akan diserahkan kepada kejaksaan. Bahwa putusan 

rektor dapat digugat di PTUN dikarenakan rektor dapat dipersamakan dengan 

pejabat tata usaha negara dari segi fungsinya, gugatan terhadap putusan rektor dapat 

dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan yang bersifat individu. 

 
Kata Kunci : Kekerasan seksual, Perguruan tinggi, SATGAS PPKS, Kepolisian 
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ABSTRACT 

 
There are various kinds of crimes that a person can commit, one of which is sexual 

violence. Sexual violence is an act of sexual harassment against someone without 

the consent of the party concerned, sexual violence can occur anywhere and anyone 

throughout the world, one of which is in the field of education. Sexual violence is a 

crime that often occurs in education and one of which can occur in tertiary 

institutions. This study aims to determine the differences in the authority of the task 

force for prevention and handling of higher education sexual violence and the 

authority of the police in dealing with cases of sexual violence. This research is 

research using normative legal research methods. While the approach method is a 

statutory approach, a case approach and a conceptual approach. This study aims to 

explain that the challenges faced in the regulations for the prevention and control of 

sexual violence in tertiary institutions are based on the differences in authority of 

the two parties, namely the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual 

Violence (Satgas PPKS) and the Police. The results of this study indicate that there 

are differences in handling and also the authority of the PPKS Task Force and the 

Police in dealing with cases of sexual violence that occur in tertiary institutions, the 

differences are very clear and one can see one of them, namely the difference in the 

PPKS task force which deals with cases of sexual violence through law. Whereas the 

rector's decision can be challenged at the State Administrative Court because the 

rector can be equated with state administration officials in terms of its function, 

lawsuits against the rector's decision can be filed by parties who feel aggrieved and 

are individuals. 

 
Keywords : Sexual violence, University, PPKS SATGAS, Police 
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